BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
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Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis mengenai penerimaan pajak

kendaraan  bermotor Roda Empat dan  Perhitungan  Pajak

Progresif,Kendaraan Roda Empat dapat diambil beberapa kesimpulan

sebagai berikut.

1. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kantor
Bersama SAMSAT Kedung Cowek Surabaya Utara mengalami
peningkatan dari tahun 2018 dan 2019. Penerimaan Pajak Kendaraan
Bermotor Kendaraan Roda Empat tahun 2018 sebesar Rp
291.449.960.932 dan di tahun 2019 Pajak Kendaraan Bermotor Roda
Empat memiliki penerimaan lebih besar sebesar Rp 301.836.252.441

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat mengalami

dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

kenaikan dari Tahun 2018 ke Tahun 2019 sebesar Rp 10.386.291.5009.
2. Penerimaan Pajak Progresif Kendaraan Roda Empat Tahun 2018
sebesar Rp 9.002.509.900 sedangkan Penerimaan Pajak Kendaraan

Bermotor Roda Empat Tahun 2019 sebesar Rp 8.074.925.000.
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Penerimaan Pajak Progresif Kendaraan Roda Empat mengalami

penurunan dari Tahun 2018 ke Tahun 2019 sebesar Rp 947.584.000.
3. Target PAPBD (Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah) Tahun 2018 sebesar Rp 304.815.000.000 dan terealisasi

sebesar Rp 366.694.724.282 atau 120,30 % sedangkan Target PAPBD
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untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan

dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
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Tahun 2019 sebesar Rp 352.000.000.000 dan terealisasi sebesar Rp

378.493.711.441 atau 107,53%.

. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah bagian pungutan PKB Tahun

2018 sebesar Rp 6.448.692.325.911 melebihi target yang telah

ditetapkan sebesar Rp 5.400.000.000.000.

. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah bagian pungutan PKB Tahun

2019 sebesar Rp 6.890.439.193.872 melebihi target yang telah
ditetapkan sebesar Rp 6.350.000.000.000, peningkatan penerimaan
Pendapatan Asli Daerah bagian pungutan Pajak Kendaraan Bermotor
dari tahun 2018 sebelumnya sebesar Rp 6.448.692.325.911 atau sekitar

Rp 441.746.867.961 (106,85%)
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5.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur: Memberi sanksi tegas kepada
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak melaporkan kepemilikan
kendaraan bermotor roda empat atau roda dua yang cc nya diatas 250
yang dibeli Wajib Pajak secara bekas untuk menghindari Pajak
Progresif.

2. Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor : perlunya kesadaran akan
membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan juga kesadaran untuk
melaporkan Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang memiliki
kendaraan roda empat lebih dari satu atau roda dua yang cc nya diatas
250 untuk menetapkan tarif Pajak Progresif sesuai kepemilikan atau
membalikkan nama kepemilikan kendaraan bermotor roda empatnya ke
anggota keluarga yang lain agar terhindar dari pajak Progresif.

3. Bagi Wajib Pajak yang menjual kendaraan bermotor roda empat atau

roda dua yang cc nya diatas 250 : laporkan kendaraan yang Wajib Pajak

dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

ingin jual ke Kantor Bersama SAMSAT terdekat apabila wajib pajak
ingin menjual kendaraannya, dan segera lakukan balik nama

kepemilikan kendaraan bermotor agar tidak terkena tarif Pajak Progresif
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apabila Wajib Pajak ingin membeli kendaraan roda empat atau roda dua

yang cc nya diatas 250 baru.

4. Untuk Pihak SAMSAT KEDUNG Cowek Surabaya Utara
Melakukan sosialisasi baik dalam bentuk media cetak maupun media
elektronik menegenai Pajak Progresif untuk memberikan pengertian

kepada wajib pajak akan pentingnya melakukan pelaporan kepemilikan
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kendaraan bermotor yang dimiliki oleh wajib pajak untuk kendaraan

kedua maupun kedua dan seterusnya.
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